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Menimbang : a. bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 
Anggaran 2019 terjadi Perubahan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendanaan Alokasi Umum tambahan bertujuan untuk 
memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten/ Kota dalam memenuhi kewajiban 
Penganggaran bagi Kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
187 /PMK.07 /2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 serta 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana 
dan Prasaranan Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; 

b. bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilaksanakan 
dengan melakukan Perubahan Atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran O 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; t\ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 48 TAHUN 2019 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

TENTANG 

NOMOR 13 TAHUN 2019 

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN 
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia R 
Nomor 4585); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Rancangan Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah 
Selatan Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 46); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2014-2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah 
Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2016; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 
Tahun 2019 Nomor l); 

25. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Cl 
Tahun 2019 Nomor l); (f, 
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Rp. 637.904.772.074,51, 
Rp. 1.578.194.447.409,00, 
(Rp. 35.421.651.506,00,-) 

67 .623.156.361,00,- 
318.144.333.203,51,- 
252.137 .282.510,00,- 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja Langsung 
Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit ) 

2. Belanja: 
a. Belanj a Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 557.069.528.545,49,- 
2) Belanja Hibah Rp. 14.884.200.000,00,- 
3) Belanja Bantuan Sosial Rp. 650.000.000,00,- 
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota 

dan Pemerintahan Desa Rp. 367.385.946.789,00,- 
5) Belanja Tidak Terduga Rp. 300.000.000,00,- 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 940.289.675.334,49,- 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 
1. Pendapatan: 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 92.122.519.885,00,- 
b. Dana Perimbangan Rp. 1.067.388.332.000,00,- 
c. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 383.261.944.018,00,- 

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan Rp. 1.542.772.795.903,00,- 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 48 
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

MEMUTUSKAN: 
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Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini akan dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Organisasi Perangkat Daerah dalam Perubahan Penjabaran Anggaran n 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. ,:. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Rp. 35.421.651.506,00, 
Rp. 0,00,- 

Rp. 35.421.651.506,00, 
Rp. 0,00,- 

3. Pembiayaan: 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 14 

MARTHEN SELAN 

SEKRETARIS DAERAH I 
~ KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN, 

~---- 
Diundangkan di SoE 
pada tanggal 8 Maret 2019 

Ditetapkan di SoE 
pada tanggal 8 Maret 2019 

;f BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,{ 

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 6 


